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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40

Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai

Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Lain;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai

Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja.



Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok

dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, eselonering, pengangkatan dan

pemberhentian dalam jabatan, kelompok jabatan fungsional, serta pembiayaan

lembaga lain yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan

Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat Dewan

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Tebo.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2013.

Batang Tubuh: 10 Halaman

Penjelasan: 4 Halaman


